
FEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH HNGKAT D PACITAN 
; NOMOR 1 TAHUN 1998 

\ TENTANG 

PAJAK PENOAMBILAN DAN PENOOLAHAN BAHAN GAIJAN GOLONGAN C 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES A 
BUPATIKEPALA DAERAH HNGKAT U PACITAN 

Meoimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf C Undang-uodang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, P^'ak Fengambilan 
dan Fengolahan Bahan Galian Golongan C menqiakan jems Pajak Daerah 
Tingkatn. 

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas pemungutan pajak 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Peraturan 
Daerah. 

Mengingal : 1. Undang-undapg Nomor 12 Tahun 19S0 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabiqiaten dalam Lingkungan Fropinsi JawaTimur; | 

2. Undang-undang Nomor 5 Tabun 1974 tentang Pokok-pokok Femerintaban di 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambaban Lembaran 
Negara3037); 

3. Uudang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Taim>ahan Lembaran Negara 
Nomor 3209): 

4. Undang-undang Nomor 17 Tabun 1997 tentang Badan Peoyelesaian 
Sen^eta P^ '^ (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambaban 
Let^aranNegaraNomor3684); 1 

r ^ J 
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribuai 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambaban Lembaran 
NegaraNomor 3685); 

6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Fcnagihan Ftyak dengan 
Surat F i ^ a (Lembaran Ne^ra Tahun 1997 Nomor 42, Tamb^an 
Lembaran NegaraNomor 3686) 

7. Peraturan Pemeriotah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambaban Lembaran Negara 
Nomor 3691); 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Beotuk 
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Penibahan; 



9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang 
Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat 
Tenggang Waktu Pengesahan; , ' 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Fedoman 
TalaCaraPemungutanPajakDaerah; ' 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata 
: CaraPemeriksaan di BidangP^ak Daerah. ;. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H 
Pacitan. • , • > • 

M E M U T U S K A N 

b. 

c. 
d. 

e. 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT H 
PACTTAN TENTANG PAJAK PENOAMBILAN DAN FENGOLAHAN 
BAHAN GALIAN GOLONGAN C 

B A B I 
KEIENTUANUMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: > 
a. Daerah, adalah Kabiqiaten Daerah Tingkat n Pacitan; 

Femerintah Daerah, adalah Femerintah Kabupaten Daerah Tingkat I I 
Pacitan; 
Kepala Daerah, adalah Bupali Kepala Daerah Tingkat n Pacitan; 
DPRD, adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkatn Pacitan; 
Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabiq)aten 
Daerah Tingkat U Pacitan; -

£ Paj^Peogambilan dan Fengolahan Bahan Galian Golongan C yang 
; selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan Daerah ataa pengambilan 
- ' dan pengolahan bahan galian golongan C ; i 
g. Subyek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang mengekploitasi 

atau mengambil bahan galian golongan C ; 
h. Wajib Pajak, adalah orang pnbadi atau badan yang menyelenggarakao 
' eksploitasi bahan galian golongan C ; 
L Bahan Galian Golongan C, adalah bahan galian golongan C 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang 
j berlaku; 
J. Bsploitasi bahan galian golongan C, adalah pengambilan bahan 
; galian golongan C dmi sumber alam didalam dan atau perauikaan bumi 

untuk dimaniaatkan; :̂  
k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD. 
I adalah surat yang digunakan oleh W ^ i b P^ak untuk meIq>orkan 

penghitungan dan pembsyaran F a j ^ yang terutang menunit peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

1. Surat Setoran P^ak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untdc melakukan 
pembsyaran atau peiyetoran pmak yang terutang ke Kas Daerah atau 
ketenqiat lain yang ditetqikan oleh Kepala Daerah; r 

in. Surat Ketetapan P^ak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, 
' adalah Surat Keputusan yang menentukan besarayajumlah pajak yang 
:. terutang; ; • - . 



n. Sural Ketetapan Pajak Daerah Km^BEyar .y^se tanj id iyadisuigk^ adalah 
Surat Keputusan yang menentukanliesarnvajimilah pajak yang teru^ng, jumlah kredit 
pajak, jumlah kekurangan pemb^caran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan 
jumlah yang masih hams dibayar; -

0. Surat Ketetapan P^ak Daerah Kurang B^ar Tambaban, yang selanjutiya dismgkat 
SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan atas jintlah pajak yang telah 
ditetapkan; : • 

p. Surat Ketet^an Pajak Daerah Lebih B^rar, yang selanjutiya disingkat SKPDIB, adalah 
Sural Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran prymc karena j u m l ^ kredit 
pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusiya tendang; 

q. Surat Ketet^an Pajak Daerah Nihil , yang selanjutiya disingkat SKPDN, adalah Surat 
Keputusan yang menei^ukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah 
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

r. Surat Tagiban Pajak Daerah yang selanjutiya disinglmt STFD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupabunga dan atau denda; 

8. Wil^rah Daerah, adalah wilayah administrasi dalam Kabiqiaten Daerah Tingkat I I Pacitan; 
L Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh KepalaDaerah. 

B A B n 
NAMA DAN OBYEK PAJAK 

Pasal 2 

(1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Oaltan Golongan C dipungut 
Pa j^ atas kegtatan eksploitasi bahan galian golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat U 
Pacitan; 

(2) Obyek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C ; 

(3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini metiputi: : 

a. Asbes; r. Mika; 
b. Batu tulis; 8. Manner; 
c. Batu setengah permata; t Nitrat; 
d. Batukapur; - u. Ch)sidieQ; 
e. Batuapung; | V. oicer; : C Batu permata ; w. Pasir dan Kerikil; 

Bentonit; ; X. Pasir Kuarsa; 
t Dolomit; y. Perlit; 
i . Feldspar; z. Fhospat; 

GaramBatu (Halite) aa. Talk; " 
i Grafit; : ab. Tanah Ser^ ; 
I . Granit; | ac. Tanah diaome; 
m. Gips; • ad. Tanah liat; 
a Kalsit; f ae. Tawas (alum); 
0. Kaolin; 1 af Has ; 
P- Leusit; ' ag. Yarosi^ 
q Magnesit; ah. ZeoliL 

ai. Andesit 

B A B m 
DASARPENGENAAN DAN TARIP PAJAK • 

Pasal 3 

(1) DasarPengenaanP^akadalahNilaiJualhasileksploitasibahangaliangolonganC; ' 

(2) Nilai Jual seba^imana dimaksud pada ^a t (1) pasal ini dihitung dettgan mengalikan 
volume/tonase basil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-maslrig 
jenis bahan galian golongan C ; 



(3) Nilai Fasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini pada maaing-masing jenis 
bahan galian golongan C ditetapkan secaraperiodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan 
harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat; 

(4) Harga Standart sebagaimana dimaksud pada tyat (2) pasal ini ditetapkan oleh instansi 
yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C. ; 

Pasal 4 

BesamyaTarip Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

B A B I V 
! WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA 

PENGHTTUNGAN PAJAK 
Pasal 5 

(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah; 

(2) Besanya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tartf Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah In! dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimal^ud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini. 

B A B Y 
MASA PAJAK. SAAT PAJAK TERUTANG DAN 
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 6 

Masapajakadalahjangkawaldu tertentu yang lamaiya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai 
dasBT untuk menghitung besarnya pajak lenilang. 

Pasal 7 

Tahun pajak, adalah jangka waktu yang lamarya 1 tahun takwim kecuall bila wajib pajak 
menggun^an tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. 

i Pasal 8 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian 
golongan C dilakukan.; 

i 
Pasal 9 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD; 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada aj^at(l) pasal ini barus diisi dengan jelas, benar dan 
len^mp serta ditanda tangani oleh Wajib Pajauc atau Kuasanya; 

(3) Bentuk, Isi dantata cara pengisianSFTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

B A B V I * 
TATA CARA PERIHTUNGAN DAN 

PENETAPAN PAJAK 
Fosal 10 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah 
ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak Tendaog dtngan Menerbitkan SKPD; 

i 



(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ^rat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar 
setel^ waktu paling lama 30 (tiga pulun] han sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan 
menerbidcan STPD. 

i Pasal 11 

(1) Wajib pajak yang memb^ar sendiri. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
^a t (1) Peraturan Daerah ini digmakan untuk menghitung, memperhitungkan dan 
menetapkan pajak sendiri yang terutang; 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangrya pajak, Kepala Daerah 
dapat menerbitkan: 

a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; i 
c. SKPDN. 

(3) SKFDKB sebagaimana dimaksud pada ^a t (2) pasal ini huruf a diterbitkan: 
i • • 

a i^ a b i l a berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak 
atau kurmig d i b ^ ^ , dikenakan sanksi administrasi benma bunga sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dia pulidi ewpat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 

b. Apabila STFTD tidak disanqiaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah 
diteg^ secaratertulis, dikenakan sanksi.adminnistrasi berupabunga sebesar 2 % 
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (<hia puliih empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi b^upa kenaikan sebesar 23 % 
(duapuluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pufuh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya p^ak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada syat (2) huruf b Pasal ini diterbidcan apabila 
ditemukan data bani atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlsh pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) darijumlah kekurangan pajak tersebut. 

(3) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah 
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
danticM ada kredit pajak. 

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar 
dalam jangka w^ctu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah 
dengan sanksi administrasi benqia bunga 2 % (dua persen) sebulan. 

; B A B vn 
TAT A CARA PEMBAYARAN 

Pasal 12 
i 

(1) Pemb^aran pajak dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan 
STPD. 



(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat Iain yang ditunjuk, haail penerunaan pajak 
haraa disetor ke Kas Daerah selandiat'Iambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Kepala Daerah. 

(3) Pemb^aran P^ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan 
dengan menggimakan SSPD. 

\ Pasal 13 

(1) Pemb^'aran pajak barus dilakukan sekaligus dan lunas. 

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur 
pajak terutai^ dalam kunm waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, hania 
dilakukan secarateratur dan beitunit-tunit dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan darijumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wmib pajak untuk menunda 
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak 
yang belum atau kurang dibayar. 

(3) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pemb^aran serta tata cara pembayaran 
angsuran dan peoundaan sebagaimana dimaksud pada ^a t (2) dan ayat (4) pasal ini, 
ditentukan oleh Kepala Daerah. 

Pasal 14 

(1) Setiap pemb^aran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerali ini 
diberikan tanda bukti pembEyaran dan dicatat dalam buku penerimaaa 

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ^a t (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

B A B V m 
TATA CARA PENAGDIAN PAJAK 

Pasal 15 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal lindakan 
pelaksanaan penagihan pajak dikeluaikan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 
pembayaraa • , 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis, wajib paj ak harus melunasi pajak yang terutang. f 

(3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat Iain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjidc . 

Pasal 16 

(1) Apabila jumlali p^ak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 
sebagaimana ditentukan dalam Sural Teguran atau Surat Peringatan atau surat Iain yang 
sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) 
hari sejak tanggal Sur^ Teguran atau Surat Peringatan atau sural lain yang sejenis. • 



Pasal 17 

Apabila pajak yang harus d i b ^ ^ tidak dilunast dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah 
tanggal pemberitahuan surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera meneibitkan Surat Periotah 
Melaksanakan Penyitaaa 

Pasal 18 

Setelah dilakukan penyitaan dan W ^ i b Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah 
lewat 10 (sepuluh) ban sejak tanggal pelaksanaan Surat Ferintah melal^anakan penyitaan, 
Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor 
Leiang Negara. 

i 

1 Pasal 19 
SetelahKantorLelangNegaramenetapkanhari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan leiang, 
Juni Sita memberttaliukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. 

; Pasal 20 

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah 
ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

B A B IX 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN PAJAK 
I Pasal 21 

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajtb Fajak dapat memberikan pengurangan, 
keringanan dan pembebasan pajak. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaitiiana 
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetaplmn oleh KepalaDaerah. 

B A B X 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 

KETETAPAN DAN PENGIIAPUSAN AT AU PENGURANGAN 
SANKSI ADinNISTRASI 

Pasal22 
1 

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas pennohonan Wajib Pajak dapat: 

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam 
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar. 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 
kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebtd dikenakan karena kekhilafan 
wajib pajak atau biikan karenakesalahannya. 

(2) Permohonan peinbetulan, pembalalan, pengurangan ketelapan dan penghapusaii atau 
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB. SKPDKBT dan STPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh 
wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat, selambat-lambalnya 30 (tiga putuh) hari 
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan 
alasanyangjelas. 



t 
(3) Kepala Daersli atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 

pennohomui sebagaimana dimaksud paim ey^ (2) Faaal im diterima, swmh hams 
memberikan keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dinuJcsud pada lyat (3) Pasal 
im, Kepala Daerah atmi pej^at yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, 
pennohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketet^an dan pen^i^usan atau 
pengurangan sanksi administrasi diangg^ dikabulkaa 

i 
i B A B H 
' KEBERATAN DAN BANDING 

FaiaI23 

(1) Wajib p^ak d^at mengajukan keberatan hanya kepada KepalaDaerah atau Pejabat yang 
ditmijuK atas suatu: 

a. SKPD; 
b. SKPDKB; : 
c. SKPDKBT; ' 
d. SKPDLB; i 
e. SKPDN. 
£ Pemotongaa atau penpitan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan penmdang-

undangan perpajakan yang berlaku. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanis disampaikan 
aecara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, 
SKPDKB, SKFDKBT, SKPDLB DAN SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal 
pemotongWpemungutan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayfA. ( I ) paaaTmi 
dengan aJasan ymg jelas, kecuali iqiabila wajib pajak dqiat meiumjuldmn bahwa 
j a n ^ waktu itu ticbk dapat dipenuhi km'enakeadaan diluar kekuasaannya. 

(3) KepalaDaerah atauPej^^yang ditunjuk dalam vnkta paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagimana dimaksud pada eyat (2) pasal ini 
diterima, sudah memberikan alas an. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ^a t (3) 
pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan. 
permohonan keberatan diangg^ dikabulkan. 

(5) Fertg^uan Keberatan sebagaimana dtnuAcaud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda 
kewajiban membtyar p^ak. 

J. 

Pasal 24 

(1) Wfijib pajak dapat mengmukan banding kepada Badan Fetyelesaian Sen^eta P^ak 
dalamjaiiigJcawaKtu3 (tiga)bulan aetelabditerimaiya keputusan keberalaa 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda 
kewajiban memb^ar pajak. 

Pasal 25 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini atau 
banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atfl*? 
seluruhrya, kelebihan pemb^man pajmc dikenibalikan dengan ditand)^ imbalan bunga sebesar 
2 % (dua persen) sebmanunhikjai^ca waktu paling lama 24 (thia puluh enqiat) bulan. 
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! BAB xn 
FENGEMB A U A N K E U S I H A N PEMBAYARAN PAJAK 

t P « a l 2 < 
- I • . > 

(1) Wajib pajak dapat meogajokan permohonan peogra^ian kelebihan pemb^aran 
p^^kepadaKepalaDaerah atau Pejabat yang dituqjidc 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dibmjuk dalam ja i^m. waktu paling lama 12 (dua 
belas) bulan sejak ditenmanya pennohonan pengembaUan kelebihan pemb^aran p^ak 
sebagaimana dimaksud pada ay^ (1) pasal im barus memberikan kepiriusaiL 

(3) Apabila j a n ^ waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilanqiaui, Kepala 
Daer^ aim pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, pennohonan 
pengembalian kelebihan pet^fyaran p^'ak diangg^ dikabulkan dan huua diterbiftan 
dalam j a n ^ waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lairuya, kelebihan pembayaran pqjdc 
sebagaimana dimaksud pada aytt (2) pasal mi langsung diperhitungkan unhik menmasi 
terlebih dafaulu idaog p ^ ^ dunskaud. 

(5) Peogertbalian kelebihan pembiyaran p^ak dilalodmn dalam j a n ^ waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak diterbidcamya SKPDLB dengan menerbitkan surat permah membtyar 
kelebihan pajak (SFMKP). 

(6) Apabila peogenAalian kelebihan pemb^aran pajak dilakukan setelah lewal waktu 2 
(mia) bulan sejak diterbttkaniya SKFDLS, Kep^a Daerah atau pejabat yang ditunjuk 
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pemb^aran kelebihan F a j ^ 

I 
• Pasal 27 

Apabila kelebihan pemb^aran pajak dlperhitun^can dengan ulang p^ak laimya sebagaimana 
dunakaud dalam paaal 26 ^a t (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dildoiKon dentin cara 
pemindflhbukuan dan buktipemiodahbukuaojugaberl^aebagaibuktipembayaraa > 

* BAB xm 
K E D A L U W A R S A 

Pasal28 

(1) Hak untuk melakukan pen^^ihan pajak, kedaluwarsa setelah melanqiaui jangka waktu 5 
(lima) tabun teiiiitung sejak saat terutangiya pajak, kecuali ^ab i l a wajib p^ak 
melakukan tindak pidmia dibidang perpajelmn Daerah. 

(2) KedatuwaraapeiiBgihai pajak lebagaimana dimsksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 
i : 

a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, atau; . 
b. Ada peogakuan utang pqjak dari W^ib Pajak baik langBuog maupun tidak langsung. 

B A B XIV 
i KEIENTUAN PIDANA 
I Fasal29 

(1) Wajib ptyak yang karena kealpaannya etauseog^atiddc meoyampaikan SFIPD atau 
meogiBi dengan t i d ^ benar atau tidak lerq^ap atmi melampirkan keterangan yang tiddc 
benar sehiogga menigikan keuangan Daerah drgiat dipidana aeauai dengan keterduan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

(2) Hnddc Pidana sebagaimana dimdcsud pada ayat (1) pasal im adalah bersi&t 
pelanggaran; 

t 



B A B XV 
P E N Y I D I K A N 

: Pasal 30 

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu diliq^oingan Femerintah Daerah diberi wewenang 
Idiusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan 
daerah. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ^ a t ( I ) pasal ini adalah: 

a. Menerima, mencari, mengunqiulkan dan meneliti keterangan atau Itqioran betkeoaan 
dengan tindak pi(Wa dibidmig perpajakan daerah agar keterangan atau l^oran 
tersebut menjadi len^cap dan jelas; 

i. 

h. Meneliti, mencaii dan mengunpulkan ketermgan meogenai orang pribadi atau 
badan tetdang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perp^akan daerah tersebut; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; . 

e. Melakukan peoggeledahan untuk mendapadcan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan 
dokumen-dolormen Iain serta melakukan peiyitaan terhadap bahan butdt tersebut;; 

£ Meminta bantuan tenaga ahli dalam ran^a pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana d i b i d ^ peqiajakan daerah; 

g. Menyunih berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruarigan atau tempat pada 
saat pemeriksaan sedang berlangsurig dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 

i . Memanggil orai^ untuk didengar keteranganrya dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 

j . Menghentikan peiyidikan; 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
dibidarig perpajakan daerah meiuirut hukum yang d^at dipertar^ggur^awabkan; 

(3) Feryidik sebagaimana dimaksud pada ^a t (1) pasal mi memberitabukan dimulaiiya 
peryidikan dan, meryarrqiaikan hasil peryidikanrya kepada Fenuntut Umum sesuai 
dengan ketentuan yang malur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hulmm 
Acara Pidana y 

B A B X V I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditet^kan oleh Kepala Daerah. 
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I Pasal 32 

Peraturan Daerah ini inulai berlaku pada tanggal diundangk™ 

Agar eigj^a eetiap orang dapat mengetahuuiya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penenqiatan dalam Lenmaran Daerah Kabiqiaten Daerah Tingkat n Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
pada tanggal 21 Januari 1998 

i 

1 
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• PENJEIASAN 
j ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TXNGKAT H FACITAN 
NOMOR 1 TAHUN 1998 

; TENTANG 

FAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C 

i • " . 
L PENJELASANUMUM 

i 

Berdasarican Undang-UDdang N(»nor 18 Tahun 1997 tentatg Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Juncto Peraturan Femerint^Nomor 19 t^bun 1997 tentang Pajak Daerah, 
Pajak Penganbilan dan Pengolahan Bahan Galian Qolcmgan C oleh Femerintah diaerahkan 
kepada Pemerinlah Daerah Tin^mt H dan menjadi Sundier Ptudapataa AsU Daerah. Ouna 
melandasi pemungitfan pajak tersebut oleh Femerintah Kabupaten Daerah Ttivkat n 
Pacitan, maka perlu diteibidcan Perahran Daerdi Kabiqtaten Daerah Unseat H Pacitan 
tentang P^ak Fengambilan dan Pengolahan Bahan Oalian Ooloi^an C. 

Disamping bal tersebut diatas, dengan adarya Peraturan Daerah dimaksud. 
dihar^kan d^at mendukung iq)aya pemaofaatan potensi pertambangan di Kabiqiaten 
Pacitim serta mampu menekao duiqiak negatif pengambilan aaa pengmahan bahan galian 
golongan c, yang pada aldiinya akan menqren^ruhi kelaogsungan dan peninffltatan 
Kualitas hidup mamisia Oleh karma ihi unhuc menrajang terciptanya keleitarian 
liD^mogan serta menmntEpkan pembinaan usaha pertambangan perlu adaiya landasan 
hukum untuk pengendalian kegjatm tersebut 

n. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 I : yang dimalmud bshan galian golougan c adalah bahan galian 
' yang bukan strategia dan bukan vital dengan jenis-jenis bahan 
t galian sebagaimana disebudmn paidapasal 2 tyat (3) Feratunoi 
\ • Daerah tni. 

Pasal : cukupjelas. • 
Pasal 3 fyat (1) : dasar pengenaan pajak adalah nilai jual bahan. galian 

. g o l o i i ^ G dalam beiituk bahan baku. 
^ ( 2 ) s / d ( 4 ) : cukimjelas; 

Pasal 4 I , .: penfflitnngan besariya pajak yang ditetf^kan adalah 10 % 
: (sepuluh persen) dikalikan nilai jual hasit eksploitasi bahan 

galian golongan c. 
Pasal Ss/d 281 : culoqi jelas. : ^ 
Pasal 29 ^ a t (1) : peraturan pmnida"g-*"^dimgan yang dim^csud dalam pasal ini 

adal^ peraturan perundng-undangan tentai^ perpqjakaa 
^ ^ ( 2 ) : cukup jelas. 

Faaal 30 s/d 32 : ctdnqt jelas. 

-oOfr-
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